
Abstrak – Menguak Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan 
Nonkeuangan
Tujuan Utama – Riset ini bertujuan untuk menguji variabel yang memicu 
praktik penghindaran pajak pada perusahaan nonkeuangan.
Metode – Riset ini menggunakan regresi berganda sebagai metode ana
lisis. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan nonkeuangan di BEI 
dengan periode 2018 sampai 2020.
Temuan Utama – Transaksi pihak berelasi, thin capitalization, dan 
kepemilikan asing merupakan determinan terjadinya penghindaran pa
jak. Transaksi pihak berelasi dan thin capitalization secara empiris ter
bukti meningkatkan penghindaran pajak. Sebaliknya, kepemilikan asing 
mampu menekan penghindaran pajak.
Implikasi Teori dan Kebijakan – Hasil riset ini dapat membantu peme
rintah dan otoritas perpajakan untuk melakukan pengawasan terhadap 
praktik penghindaran pajak. Selain itu, mereka perlu mencermati tran
saksi perusahaan dengan pihak luar negeri.
Kebaruan Penelitian – Riset ini menambahkan variabel kepemilikan a 
sing sebagai determinan praktik penghindaran pajak.
 
Abstract – Revealing Tax Avoidance Practices in Nonfinancial Com-
panies
Main Purpose – This research examines the variables that trigger tax 
avoidance practices in nonfinancial companies.
Method – This research uses multiple regression as an analytical method. 
The sample in this study were nonfinancial companies on the IDX with a 
period from 2018 to 2020.
Main Findings – Related party transactions, thin capitalization, and fo
reign ownership are the determinants of tax avoidance. Related party 
transactions and thin capitalization are empirically proven to increase tax 
avoidance. On the other hand, foreign ownership can reduce tax avoid
ance.
Theory and Practical Implications – These results can help the go
vernment and tax authorities monitor tax avoidance practices. In addition, 
they need to pay close attention to the company’s transactions with foreign 
parties.
Novelty – This study adds the variable of foreign ownership as a determi
nant of tax avoidance practices.
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Kajian mengenai akuntansi dan penghindar
an pajak memiliki arti penting dalam memba ng
un perekonomian Indonesia. Berdasarkan riset 
yang dilakukan oleh OECD, tahun 2021 tax ra
tio Indonesia berada di peringkat paling rendah 
ketiga dari negara-negara di Asia Pasifik. Pajak 
penghasilan badan menjadi bagian dari peneri
maan pajak yang berkontribusi banyak terhadap 
total penerimaan pajak ratarata sebesar 17% 
selama tahun 2018—2020. Namun, pencapaian 
PPh 25/29 badan pada tahun 2018—2020 belum 
meraih 100% dari target yang ditetapkan peme
rintah. Ketidakinginan perusahaan memikul be
ban pajak yang besar menjadi penyebab perusa
haan berupaya menghindari pajak yaitu upaya 
meminimalkan pajak dengan memanfatkan ce
lah pada regulasi perpajakan (Badertscher et al., 
2019; Lampenius et al., 2021). Hal ini disebab
kan karena pajak menjadi suatu biaya material 
bagi perusahaan dan dapat mengurangi arus kas 
bagi pemiliknya (Suranta et al., 2019).  Terdapat 
tradeoff dalam hal pelaporan keuangan dan pa
jak yang dihadapi oleh manajer saat dihadapkan 
pada pengambilan keputusan. Ketika manajer 
mencoba menaikkan pendapatan pada laporan 
keuangan, maka akan dikenakan biaya pajak 
yang lebih tinggi, demikian pula sebaliknya. Peng
hindaran pajak mengacu pada semua transaksi 
yang menurunkan kewajiban pajak perusahaan 
(Kemme et al., 2017; Weerasekera, 2018).

Penelitian ini menggunakan teori biaya dan 
manfaat serta teori agensi sebagai cerminan dalam 
melihat determinan kasus penghindaran pajak. 
Teori biaya dan manfaat berfokus pada bagaimana 
keputusan diambil dengan mempertimbangkan 
dampak yang mungkin ditimbulkan oleh suatu 
tindakan (Dreze & Stern, 1987). Manfaat dari tin
dakan penghindaran pajak ialah adanya pening
katan arus kas yang tersedia untuk perusahaan 
dan naiknya dividen yang dibagikan pada peme
gang saham perusahaan (Mangoting et al., 2021; 
Mason et al., 2020). Praktik penghindar an pajak 
juga dapat memunculkan biaya bagi perusahaan. 
Beberapa biaya yang ditimbulkan adalah risiko 
reputasi perusahaan yang dapat mengancam ek
sistensi perusahaan di mata pu blik (Alstadsæter 
et al., 2019; Salihu et al., 2015). Teori biaya dan 
manfaat digunakan sebagai dasar praktik pengh
indaran pajak dan dikaitkan de ngan mekanisme 
transaksi pihak berelasi luar negeri dan thin 
capitalization. Praktik penghindar an pajak ter
jadi akibat timbulnya masalah keagenan karena 
terdapat perbedaan informasi yang dimiliki an
tara pihak manajemen dengan pemilik (Finér & 
Ylönen, 2017; Hasan et al., 2021). Alkurdi & Mar
dini (2020) menyatakan bahwa manajemen me
menuhi kepentingannya sendiri dengan mening
katkan kompensasi melalui pendapatan yang 
lebih tinggi dan peningkatan kinerja, sementara 
pemilik ingin meminimalkan biaya pajak dan 
berfokus pada peningkatan nilai saham mereka. 
Oleh karena itu, kepemilikan a  sing digunakan 
untuk menjembatani permasalah an agensi ini.

Beberapa riset terdahulu mengenai de
terminan penghindaran pajak sudah banyak 
dilakukan, tetapi masih menunjukkan hasil yang 
beragam. Selain itu, juga belum menggambar
kan fenomena dan peraturan terbaru. Pertama, 
penelitian sebelumnya terkait transaksi pihak 
berelasi (RPT) dan penghindaran pajak menun
jukkan bahwa RPT memberikan pengaruh positif 
terhadap penghindaran pajak (Amidu et al., 2019; 
Beebeejaun, 2018; Doo & Yoon, 2020; Nainggo
lan & Sari, 2019; Taylor & Richardon, 2012). RPT 
memungkinkan perusahaan menetapkan harga 
transfer yang menguntungkan (Sari et al., 2020). 
Temuan ini berlainan dengan hasil penelitian Ari
yanto (2020) yang menemukan bahwa RPT dapat 
menurunkan tindakan penghindaran pajak. Se
lain itu, hasil riset Darma (2019), Ermasova et al. 
(2021), dan Yee et al. (2017) menemukan bukti 
bahwa RPT tidak memengaruhi penghindaran 
pajak. Kedua, riset sebelumnya mengenai thin 
capitalization menemukan bukti bahwa keti
ka perusahaan memiliki utang yang lebih besar 
daripada modalnya, akan mendorong terjadinya 
penghindaran pajak (Khalil & Sidani, 2020; Ngah 
et al., 2022; Shim et al., 2022). Adapun Amidu 
et al. (2019) dan Dupuis et al. (2021) membuk
tikan bahwa thin capitalization cenderung me
ngurangi praktik penghindaran pajak. Hasil yang 
berbeda ditunjukkan oleh Wong et al. (2015) yang 
menyebutkan bahwa struktur permodalan peru
sahaan tidak ada hubungannya dengan peng
hindaran pajak. Ketiga, kepemilikan saham yang 
signifikan memiliki pengaruh yang kuat untuk 
ikut memengaruhi pengambilan keputusan dan 
penentuan kebijakan perusahaan. Penelitian 
mengenai kepemilikan asing dan penghindar
an pajak telah dikaji sebelumnya oleh Alkurdi 
& Mardini (2020) yang hasilnya menyebutkan 
bahwa kepemilikan asing di dalam perusahaan 
mendorong adanya penghindaran pajak. Adapun 
Chung et al. (2019) dan Wang et al. (2022) me
nemukan bukti bahwa kepemilikan asing justru 
membuat perusahaan patuh pada aturan perpa
jakan dan tidak melakukan penghindaran pajak. 
Di sisi lain, penelitian Amara et al. (2020) dan Da
mayanti & Prastiwi (2017) menyebutkan bahwa 
kehadiran pemilik asing tidak ada hubungannya 
dengan penghindaran pajak.

Kebaruan penelitian terletak pada: per
tama, penelitian ini menggabungkan faktor 
keuang an dan nonkeuangan perusahaan sebagai 
determinan praktik penghindaran pajak. Pada 
faktor keuangan, peneliti tertarik untuk melihat 
variabel transaksi pihak berelasi luar negeri dan 
thin capitalization karena keduanya menjadi me
kanisme penghindaran pajak internasional yang 
populer dan paling dominan (Shim et al., 2022; 
Taylor & Richardson, 2012). Selain itu, penelitian 
ini menggunakan faktor nonkeuangan corporate 
governance yaitu kepemilikan asing karena pe
rusahaan multinasional tidak dapat terlepas dari 
kepentingan asing yang salah satunya dicirikan 
oleh adanya kepemilikan asing dalam perusa
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haan (Alstadsæter et al., 2019; Salihu et al., 2015; 
Nainggolan & Sari, 2019). Kedua, penggunaan ta
hun 2018—2020 sebagai periode penelitian. Pene
litian sebelumnya juga masih menggunakan peri
ode waktu sebelum penerapan PMK Nomor 169 
Tahun 2015 terkait thin capitalization dan PMK 
Nomor 213 Tahun 2016 terkait aturan pe laporan 
transaksi dengan para pihak yang memiliki afilia
si. Kajian ini dilakukan setelah diberlakukannya 
PMK terbaru Nomor 169.PMK.010/2015 sehingga 
pengukuran variabel thin capitalization telah dise
suaikan dengan peraturan tersebut. Alasan peng
gunaan tahun 2018 karena tahun ini merupakan 
periode setelah tax amnesty diberlakukan di In
donesia. 

Penelitian ini berkontribusi untuk menam
bah literatur terkait akuntansi dan penghindaran 
pajak. Pertama, penelitian ini memberikan bukti 
empiris tentang aktivitas internasional dan ket
erlibatan asing yang meliputi transaksi pihak be
relasi luar negeri, thin capitalization, dan kepemi
likan asing dengan tindakan penghindaran pajak. 
Kedua, riset ini memberikan bukti bahwa sig
nifikannya proporsi kepemilikan asing di suatu 
perusahaan semakin menghindari tindakan yang 
dapat membuat rugi perusahaan di masa depan 
yaitu aktivitas penghindaran pajak.

METODE
Populasi penelitian ini merupakan perusa

haan sektor nonkeuangan di Bursa Efek Indone
sia (BEI) pada periode 2018—2020. Adapun pemi
lihan sampel penelitian ditampilkan dalam Tabel 
1. Berdasarkan Tabel 1, perusahaan nonkeuang
an dipilih karena tindakan penghindaran pajak 
sangat rawan dilakukan di sektor ini, khsusnya 
pada aspek transaksi dengan pihak luar negeri 
(Nurunnabi, 2019; Puspita et al., 2021). Tindakan 
ini tentu berbanding terbalik dengan perusahaan 
sektor keuangan yang diawasi secara ketat oleh 
otoritas yang berwenang.

Gambar 1 menunjukkan kerangka pene
litian ini. Berdasarkan Gambar 1, penelitian ini 
dilakukan untuk melihat pengaruh transaksi pi
hak berelasi luar negeri, thin capitalization, ser
ta kepemilikan asing signifikan terhadap peng
hindaran pajak. Selain itu, terdapat beberapa 

variabel kontrol yang disertakan. Adapun model 
persamaan penelitian yang terbentuk berdasar
kan Gambar 1 adalah:

CUETR = α + β1RPT + β2THIN
CAP + β3FORGSIG 
+ β4SIZE + β5ROA +  
β6CAPINT + β7LEV + 
ε (i)

Adapun penjelasan tersebut adalah sebagai 
berikut. Variabel penghindaran pajak (effective 
tax rate (CUETR)) termasuk tindakan perlawanan 
pajak aktif untuk meminimalkan beban pajak 
dengan cara pemanfaatan celah atas kelemah
an yang terdapat pada aturan perpajakan (Fox 
et al., 2014; Martins, 2017). Penghindaran pa
jak berbeda dengan penghindaran pajak kare
na penghindaran pajak tidak bersifat melanggar 
undangundang, tetapi dilakukan melalui pe
manfaatan kelemahan dalam aturan perpajak
an. Variabel ini diukur dengan current effective 
tax rate (Current ETR) mengacu pada Alfiyah et 
al. (2022). Current ETR diukur dengan memba
gi beban pajak kini dengan laba sebelum pajak. 
Beban pajak kini adalah beban pajak sebesar 
tarif PPh badan berlaku yang dihitung dari laba 
fiskal sehingga tepat mencerminkan beban pa
jak penghasilan yang ditanggung perusahaan 
selama tahun berjalan. Brown et al. (2015) dan 
Ding et al. (2021) berargumentasi bahwa current 
ETR dapat mencerminkan penghindaran pajak 
karena secara tidak langsung dianggap mencer
minkan perbedaan antara laba akuntansi dengan 
laba fiskal. Current ETR merupakan ukuran yang 
tepat dibandingkan dengan proksi lain seperti 
GAAP ETR dan Cash ETR (Lopez & Greenwald, 
2022; Xu & Zheng, 2020). Terdapat kelemahan 
dari pengukuran GAAP ETR karena dalam per
hitungannya menggunakan total beban pajak 
yang di dalamnya terdapat beban pajak tangguh
an sehingga kurang mempresentasikan beban 
pajak yang ditanggung perusahaan pada periode 
penelitian. Adapun Cash ETR menggambarkan 
pajak penghasilan yang benarbenar dibayarkan 
secara kas, tetapi di dalamnya tidak hanya men
cakup beban pajak tahun berjalan saja sehingga 

Tabel 1. Proses Pemilihan Sampel

Kriteria Pengambilan Sampel Jumlah
Data perusahaan nonkeuangan pada BEI selama 2018—2020 kecuali perusahaan di bidang
konstruksi, properti, real estate, infrastruktur, dan pertambangan

1.125

Laporan keuangan yang tidak tersedia pada periode 2018—2020 (42)
Data perusahaan yang mengalami rugi sebelum pajak maupun rugi fiskal selama periode 
2018—2020

(384)

Data perusahaan yang tidak melakukan transaksi penjualan dan pembelian pada pihak 
berelasi di luar negeri periode 2018—2020

(553)

Data outlier (23)
Jumlah data observasi 123
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hasil pengukurannya dapat bias dengan pemba
yaran pajak yang lain. Nilai Current ETR yang se
makin kecil atau jauh di bawah tarif pajak badan 
yang ditetapkan mengindikasikan bahwa perusa
haan menjalankan tindakan penghindaran pajak. 

Transaksi pihak berelasi (RPT) didefinisikan 
sebagai transaksi/aktivitas yang dijalankan an
tarbeberapa pihak yang mempunyai hubungan 
khusus dengan perusahaan. Pihak berelasi yang 
dimaksud adalah orang atau anggota keluar
ga dekat dan perusahaan tertentu yang memi
liki relasi atau berwenang mengendalikan dan 
turut memengaruhi pengambilan keputusan 
operasional dan keuangan. Hubungan ini terja
di dikarenakan terdapat ikatan dan keterkaitan 
kepentingan. Transaksi pihak berelasi penting 
diungkapkan sebagai komponen laporan keuang
an karena laporan keuangan dipengaruhi oleh 
adanya hubungan istimewa dan komitmen yang 
terjadi di dalamnya. RPT diukur melalui kuanti
tas transaksi pihak asosiasi yang dijelaskan pada 
laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini 
memfokuskan variabel RPT pada transaksi pihak 
berelasi di luar negeri mengacu pada penelitian 
Nainggolan & Sari (2019) dan Sari et al. (2020). 
Perhitungan besarnya RPT luar negeri mengacu 
pada penelitian Wang et al. (2022) dan Wong et 
al. (2015), yaitu dengan membandingkan proporsi 
penjualan dan pembelian pihak berelasi di luar 
negeri dengan total ekuitas perusahaan.

Thin capitalization (THINCAP) mengarah 
pada keputusan pembiayaan perusahaan yang 
mengedepankan utang dibandingkan modal se
hingga membentuk struktur modal dengan dom
inasi penggunaan utang (Khalil & Sidani, 2020; 
Nurunnabi, 2019; Shim et al., 2022).  Perusahaan 
cenderung memilih membiayai perusahaannya 
dengan utang agar dapat mengakui beban bunga 
yang merupakan komponen yang dapat mengu
rangi penghasilan kena pajak (Nainggolan & Sari, 
2019). Di Indonesia, aturan tentang praktik thin 
capitalization terdapat dalam PMK Nomor 169 Ta

hun 2015 yang menyebutkan bahwa komposisi 
antara utang dan modal yang diperbolehkan yaitu 
maksimal 4:1. Variabel thin capitalization diukur 
dengan rasio utang yang diperkenankan mengi
kuti penelitian dari Taylor & Richardson (2012). 
Langkah pertama yaitu menghitung selisih antara 
ratarata total aktiva dengan noninterest bearing 
liability (kewajiban nonbunga), lalu hasilnya dika
likan dengan batasan utang yang diperkenankan 
yaitu sebesar 80%. Langkah kedua yaitu menen
tukan average debt, yaitu menghitung total inter
est bearing liability (kewajiban berbunga) perusa
haan. Langkah terakhir yaitu menghitung rasio 
utang yang diperkenankan. Nilai yang mendekati 
atau lebih dari angka 1 menandakan semakin 
tingginya praktik thin capitalization perusahaan. 

Kepemilikan asing (FORGSIG) mengacu 
pada proporsi jumlah dari saham asing terhadap 
jumlah saham perusahaan seluruhnya (Nainggo
lan & Sari, 2019; Wong et al., 2015). Dalam PSAK 
15, dijelaskan bahwa pengaruh signifikan dalam 
kepemilikan saham adalah kewenangan untuk 
ikut andil dalam penentuan keputusan opera
sional dan kebijakan keuangan dalam kegiatan 
ekonomi. Suatu perusahaan dikatakan dimiliki 
asing apabila pemegang saham asing memberikan 
kontribusi terhadap suatu perusahaan melalui 
partisipasinya untuk ikut serta dalam pengambil
an keputusan (Qu et al., 2020). Kepemilikan a 
sing signifikan dalam penelitian ini diukur de-
ngan variabel dummy mengikuti riset Alstadsæter 
et al. (2019), Salihu et al. (2015) dan Wong et al. 
(2015), yaitu diberi angka 1 untuk perusahaan 
dengan kepemilikan saham asing minimal 20%, 
dan nilai 0 pada perusahaan yang kepemilikan 
asingnya di bawah 20%.

Variabel kontrol pertama adalah ukuran pe
rusahaan, yaitu besar dan kecilnya suatu orga
nisasi yang dapat diwujudkan oleh seberapa be
sar keseluruhan aset yang dimiliki (SIZE). Ukur an 
perusahaan dihitung menggunakan lognatural 
dari keseluruhan aktiva perusahaan (Taylor & 

Related Party 
Transaction Luar Negeri

Thin Capitalization

Kepemilikan Asing 
Signifikan

Variabel Kontrol:
Ukuran Perusahaan

Return on Assets
Intensitas Aset Tetap

Rasio Utang

Penghindaran Pajak 

Gambar 1. Kerangka Penelitian
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Richardson, 2012). Kedua, return on assets (ROA), 
yaitu rasio untuk menghitung profitabilitas atau 
efektivitas perusahaan dalam penggunaan aset 
yang menghasilkan laba. Ketiga, intensitas aset 
tetap (CAPINT) yaitu gambaran besarnya investa
si aset tetap di suatu entitas. Pengukurannya 
de ngan membandingkan aset tetap dengan ke
seluruhan aset milik perusahaan (Shim et al., 
2022). Keempat adalah rasio utang (LEV) diukur 
melihat proporsi antara keseluruhan utang de
ngan keseluruhan aktiva di perusahaan (Sari et 
al., 2020). Rasio ini menggambarkan bagaimana 
aset yang dimiliki perusahaan dibiayai dengan 
pendanaan perusahaan melalui utang.

Penelitian ini menggunakan regresi bergan
da sebagai alat analisis. Pemilihan alat ini dilaku
kan mengingat sifat data yang beragam, mulai 
dari data metrik maupun nonmetrik. Selain itu, 
beberapa penelitian terdahulu juga menggunakan 
langkah pengujian serupa (lihat Alstadsæter et 
al., 2019; Puspitasari et al., 2021; Shim et al., 
2022; Taylor & Richardson, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil pengujian regresi. Pengujian pada 

penelitian ini terefleksi pada Tabel 2. Berdasar
kan Tabel 2, persamaan hasil pengujian adalah 
sebagai berikut:

CUETR = 0,5063  0,0159RPTLN 
- 0,1371THINCAP +
0,0355FORGSIG   
0,0115SIZE - 
0,1149ROA  
0,0567CAPINT + 
0,3150LEV + ε

 

(i)

Persamaan tersebut memberikan hasil 
semua variabel independen memiliki pengaruh 
terhadap penghindaran pajak. Transaksi pihak 
berelasi luar negeri dan thin capitalization berpe
ngaruh negatif sedangkan kepemilikan asing ber
pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 
Pada sisi lainnya, hanya variabel intensitas peng
gunaan aset yang tidak mampu mempe ngaruhi 
penghindaran pajak. Penjelasan selanjutnya me
maparkan secara argumentatif alasan di balik 
temuan ini.

Pengaruh transaksi pihak berelasi ter-
hadap penghindaran pajak. Tabel 2 menujuk
kan bahwa transaksi pihak berelasi luar negeri 
(RPTLN) berpengaruh negatif signifikan pada 
penghindaran pajak perusahaan. Hasil pengujian 
mengindikasikan bahwa aktivitas transaksi pihak 
berelasi luar negeri suatu perusahaan akan men
dorong terjadinya praktik penghindaran pajak. 
Temuan ini mendukung hasil penelitian terdahu
lu oleh Amidu et al. (2019), Beebeejaun (2018), 
Doo & Yoon (2020), Nainggolan & Sari (2019), dan 
Taylor & Richardon (2012) bahwa perusahaan 
dengan volume transaksi dengan pihak berelasi 
yang besar cenderung melakukan penghindaran 
pajak.

Isu penghindaran pajak internasional dike
nal seiring dengan cepatnya laju globalisasi yang 
mengubah struktur perusahaan berbasis satu 
negara menjadi berbasis internasional. Mening
katnya transaksi lintas batas dimanfaatkan se
bagai celah dan peluang bagi perusahaan untuk 
menghindari pajak, salah satunya melalui tran
saksi dengan perusahaan yang memiliki hubung
an istimewa (Amidu et al., 2019; Wang et al., 
2022). Pemerintah sebenarnya telah mengatur 
kriteria hubungan istimewa yang harus dipenuhi 

Tabel 2. Hasil Pengujian Regresi Berganda

Variabel Koefisien
Koefisien 0,5063

Transaksi Pihak Berelasi 0,0159
(2,0332)*

Thin Capitalization 0,1371
(2,7264)*

Kepemilikan Asing 0,0355
(2,855)*

Ukuran Perusahaan 0,0115
(2,1002)*

Return on Assets 0,1149
(2,1161)*

Intensitas Aset Tetap 0,0567
(1,1979)

Rasio Utang 0,315
(3,8055)*

Adjusted Rsquared 0,1472
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oleh perusahaan yaitu kewajaran dan kelaziman 
usaha. Namun, justru peraturan perundangun
dangan dapat menjadi celah bagi perusahaan 
untuk menghindari pajak dikarenakan kewaja
ran suatu transaksi sulit dibuktikan terlebih lagi 
jika transaksi dilakukan di luar negeri (Alkawsar 
et al., 2019; Foz et al., 2014; Martins, 2017). Hal 
ini disebabkan karena terdapat perbedaan aturan 
yang berlaku serta berbedanya kondisi perekono
mian di setiap negara.

Meningkatnya transaksi lintas batas nega
ra dimanfaatkan sebagai celah dan peluang bagi 
perusahaan untuk menghindari pajak, salah 
satunya melalui transaksi dengan perusahaan 
yang memiliki hubungan istimewa (Amidu et al., 
2019; Rathke et al., 2021). Melalui implementa
si transaksi pihak berelasi luar negeri, perusa
haan dapat melakukan pengalihan pendapatan 
dan mekanisme penentuan harga transfer untuk 
menghindari pajak (Taylor & Richardson, 2012). 
Kebijakan tarif pajak yang ditetapkan bervariasi 
di setiap negara mendorong praktik penghindar
an pajak karena perusahaan berelasi dapat mem
inimalkan beban pajak dengan mengalihkan 
pendapatan dari perusahaan di negara yang ber
tarif pajak tinggi ke perusahaan afiliasi di negara 
yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Sari et al., 
2020). Selain itu, perusahaan dapat melakukan 
praktik penentuan harga transfer yaitu menetap
kan harga transfer yang menguntungkan. 

Perusahaan yang memiliki hubungan is
timewa dapat saling membuat kesepakatan un
tuk menentukan harga transaksi tanpa mem
perhatikan harga pasar standar, baik di atas 
maupun di bawah harga standar (Rakhe et al., 
2009). Upa ya pengalihan pendapatan dan penen
tuan ha rga transfer dimaksudkan agar penghasi
lan kena pajak perusahaan menjadi kecil sehing
ga dapat meminimalkan beban pajak terutang. 
Hal ini mengkonfirmasi teori biaya dan manfaat 
yakni perusahaan berusaha mendapatkan man
faat dari tindakan penghindaran pajak yang 
dilakukan nya. Oleh karena itu, semakin banyak
nya volume transaksi pihak berelasi luar negeri 
menyebabkan semakin meningkat pula tindakan 
penghindaran pajak perusahaan.

Pengaruh thin capitalization terhadap 
penghindaran pajak. Hasil riset ini (yang di
munculkan pada Tabel 2) membuktikan bahwa 
perusahaan dengan praktik thin capitalization 
akan meningkatkan praktik penghindaran pajak. 
Khalil & Sidani (2020), Ngah et al. (2022), Puspi
ta et al. (2021), dan Taylor & Richardson (2012) 
menunjukkan hasil yang seragam dan membuk
tikan bahwa praktik thin capitalization dilakukan 
perusahaan dalam rangka menghindari pajak. 
Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi teori 
bia ya dan manfaat bahwa semakin besar tingkat 
thin capitalization, maka perusahaan cenderung 
melakukan penghindaran pajak. 

Dilihat dari sisi pengenaan pajaknya, pen
danaan melalui utang lebih menguntungkan. Hal 

ini dikarenakan terdapat perbedaan perlakuan 
atas beban bunga yang melekat pada utang dan 
dividen yang melekat pada modal. Dividen tidak 
dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak 
penghasilan, sedangkan beban bunga diperke
nankan. Oleh karena itu, sifat beban bunga yang 
merupakan pengeluaran yang boleh dikurangkan 
dari penghasilan kena pajak digunakan perusa
haan untuk menurunkan beban pajaknya (Wang 
et al., 2022; Wong et al., 2015). Perbedaan per
lakuan pajak antara beban bunga dan dividen 
memengaruhi pendanaan dengan utang berbu
nga daripada pendanaan dengan modal saham 
atau biasa disebut dengan praktik thin capitaliza
tion (Buettner et al., 2018; Taylor & Richardson, 
2013). 

Data empiris menggambarkan bahwa ra
tarata penggunaan utang berbunga perusahaan 
tidak melanggar batasan komposisi utang dan 
modal (4:1) yang diperkenankan pada PMK No
mor 169 Tahun 2015. Meskipun demikian, data 
penelitian ini membuktikan bahwa entitas yang 
memiliki nilai rasio utang yang diperkenankan 
tinggi memiliki tarif pajak efektif yang relatif 
rendah. Hal ini disebabkan karena entitas be
rusaha memanfaatkan celah dan peluang dari 
ketentuan perpajakan tersebut dengan cara me
maksimalkan penggunaan utang berbunga untuk 
mengurangi beban pajaknya.

Pengaruh kepemilikan asing terhadap 
penghindaran pajak. Tabel 2 menunjukkan 
bahwa kepemilikan asing yang signifikan dapat 
meminimalkan praktik penghindaran pajak. 
Data empiris menunjukkan tingginya ratarata 
kepemilikan asing signifikan justru memiliki nilai 
current effective tax rate yang tinggi. Penemuan ini 
mendukung hasil penelitian Chung et al. (2019), 
Marjit et al. (2021), dan Nainggolan & Sari (2019) 
bahwa semakin tinggi kepemilikan saham asing 
signifikan, semakin rendah upaya penghindaran 
pajaknya.

Kepemilikan asing dalam perusahaan ber
peran sebagai mekanisme tata kelola perusa
haan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori 
agensi serta teori biaya dan manfaat. Pemilik 
cenderung berorientasi pada tercapainya nilai 
jangka panjang perusahaan dan memiliki peran 
pengawasan yang baik sehingga berusaha men
ciptakan pengelolaan perusahaan yang baik serta 
mendorong perusahaan untuk tidak terlibat da
lam penghindaran pajak (Wang et al., 2022; Wong 
et al., 2015). Hal ini dikarenakan pemilik asing 
memperhatikan risiko atau cost yang ditimbulkan 
dari penghindaran pajak (Cebula, 2020; Joshi et 
al., 2020). Misalnya, risiko terancamnya reputasi 
yang dapat mengganggu ekistensi perusahaaan, 
timbulnya biaya yang besar atas jasa konsultan 
pajak dan akuntan yang berkualitas untuk me
rencanakan pajak, serta kemungkinan timbulnya 
biaya jasa penerjemah untuk jasa konsultan dan 
akuntan asing (Chung et al., 2019; Mangoting et 
al., 2021; Mason et al., 2020). Selain itu, ratarata 
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harga saham perusahaan akan turun ketika pe
rusahaan melakukan penghindaran pajak (Chang 
et al., 2022).

Untuk mengurangi risiko yang mungkin di
hadapi, kepemilikan asing berperan efektif dalam 
mengawasi dan menjaga kehatihatian investor 
asing terhadap tindakan yang dapat merugikan 
perusahaan, salah satunya dengan penghindaran 
pajak. Hasil ini sesuai dengan teori biayaman
faat. Ketika penghindaran pajak menyebabkan 
biaya yang lebih tinggi daripada manfaat yang 
didapatkan, pemilik perusahaan cenderung 
menghindari biaya tersebut dengan tidak terlibat 
dalam penghindaran pajak. Kepemilikan saham 
yang signifikan (memiliki hak suara minimal 20%) 
memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengam
bilan keputusan dan penentuan kebijakan peru
sahaan. Dengan demikian, sesuai dengan hasil 
penelitian ini, penentuan kebijakan yang dimak
sud mengarah pada upaya mengurangi tindakan 
penghindaran pajak.

Pengaruh variabel kontrol terhadap peng-
hindaran pajak. Karakteristik perusahaan digu
nakan sebagai variabel kontrol seperti yang di
laporkan pada penelitian sebelumnya (Davis et 
al., 2016, Kiesewetter & Manthey, 2017; Qingyu
an & Lumeng, 2018). Hasil penelitian pada varia
bel kontrol return on assets menunjukkan bahwa 
ROA yang semakin tinggi akan menjadikan peru
sahaan menghindari pajak (lihat Tabel 2). Hal ini 
sejalan dengan hasil riset sebelumnya oleh Lee 
(2020), Makni et al. (2020), dan Zeng (2019). Art
inya, kemampuan perusahaan dalam memanfaat
kan sumber dayanya untuk menghasilkan laba 
semakin tinggi. Besarnya laba dapat menambah 
beban pajak sehingga entitas akan memposisikan 
diri dalam perencanaan pajak. Perusahaan de
ngan profitabilitas yang tinggi cenderung mam
pu menggerakkan bisnisnya melalui berbagai 
metode untuk meminimalkan beban pajak yang 
ditanggungnya. Selain itu, juga mengkonfirmasi 
pada teori agensi, jika perusahaan mendapat pro
fit yang tinggi, maka pemegang saham bersedia 
menanggung beban pajak yang lebih rendah dan 
pemegang saham utama mendorong manajer un
tuk mengurangi beban pajak secara legal atau ile
gal (Carr et al., 2021; Finley & Stekelberg, 2016; 
Lei et al., 2022).

Selanjutnya variabel rasio utang dalam pe
nelitian ini terbukti menurunkan tindakan peng
hindaran pajak (lihat Tabel 2). Semakin besar 
penggunaan utang untuk membiayai aset perusa
haan, maka semakin rendah kemungkinan untuk 
menghindari pajak. Hasil riset ini selaras dengan 
penelitian Biondi (2017), Chen et al. (2020), dan 
Ravenda et al. (2020). Temuan riset ini dan ke
selarasan dengan beberapa riset tersebut menun
jukkan bahwa tingkat utang yang tinggi akan 
menandakan pula tingginya tingkat ketergantung
an perusahaaan terhadap pihak ketiga atas dana 
yang dipinjamkan. Pihak ketiga atau kreditur 
akan melakukan pengawasan terhadap ki nerja 
perusahaan untuk memastikan kemampuan pe

rusahaaan dalam membayarkan utangnya. De
ngan adanya fungsi pengawasan oleh kreditur, 
pihak manajemen perusahaan cenderung tidak 
melakukan praktik yang mengarah pada pengh
indaran pajak. Bethencourt & Kunze (2020) dan 
Koh & Lee (2015) menambahkan bahwa beban 
bunga atas utang yang lebih dari tingkat tertentu 
yang ditentukan oleh undangundang perpajakan 
tidak dapat dikurangkan dari pajak pada peru
sahaan. Lebih lanjut lagi, tingkat utang jangka 
pendek perusahaan yang relatif tinggi menyebab
kan perusahaan tidak melakukan penghindaran 
pajak karena biaya pelaporan keuangan lebih be
sar dibandingkan manfaat yang diterima (beban 
pajak). Hal ini sesuai dengan teori biayamanfaat.

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel kon
trol intensitas aset tetap tidak terbukti meme
ngaruhi keputusan penghindaran pajak perusa
haan. Hasil ini sama dengan riset sebelumnya 
milik Oktavia (2019) dan Shim et al. (2022). Argu
men yang dapat menjelaskan hal ini adalah kare
na maksud perusahaan memperbanyak investasi 
aset tetapnya yaitu untuk sematamata menun
jang kegiatan operasional perusahaan bukan 
untuk tujuan menghindari pajak. Investasi aset 
tetap  seperti gedung, bangunan, mesin, dan lain
nya menjadi kebutuhan yang wajib bagi perusa
haan dalam rangka meningkatkan keuntungan. 
Maka, banyak sedikitnya aset tetap yang dimiliki 
perusahaan tidak ada hubungannya dengan upa
ya penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan terbukti meningkat
kan aktivitas penghindaran pajak (lihat Tabel 2). 
Chen et al. (2021), Kemme et al. (2017), Oktavia 
et al. (2019), Shim et al. (2022), dan Weerasekera 
(2018) menunjukkan hasil yang sejalan. Perusa
haan yang berskala besar cenderung menghindari 
pajak karena perusahaan besar pada umumnya 
memiliki aktivitas bisnis dan transaksi yang lebih 
rumit dan kompleks sehingga memiliki kesempat
an untuk menghindari pajaknya melalui transak
si tertentu (Akhtar et al., 2019; Wardani & Susi
lowati, 2020). Perusahaan besar juga memiliki 
kecenderungan pada kepemilikan sumber daya 
yang lebih besar daripada perusahaaan kecil seh
ingga dapat memanfaatkan sumber daya tersebut 
untuk menekan beban pajaknya.

Secara global, temuan pada variabel kon
trol sesuai dengan teori agensi maupun teori 
biaya dan manfaat. Berdasarkan teori agensi, 
perusahaan menggunakan tindakan perekayasa
an rasio keuangan (khususnya aset dan utang) 
untuk melakukan penghindaran pajak (Akhtar 
et al., 2019; Biondi, 2017). Hal ini menunjukkan 
adanya permasalahan agensi antara manajemen 
perusahaan dan otoritas perpajakan. Selain itu, 
ukuran perusahaan juga relevan dengan teori 
agensi sebagai alat penghindaran pajak. Pada 
sisi lainnya, teori biaya dan manfaat juga dapat 
menjadi refleksi bagi manejemen dalam menim
bang intensitas penggunaan aset bagi tindakan 
penghindaran pajak. Aset yang sering digunakan 
mendatangkan manfaat bagi kegiatan investasi 
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sehingga manajemen akan menimbang ulang un
tuk menggunakannya demi penghindaran pajak 
(Shim et al., 2022).

SIMPULAN
Perusahaan dengan transaksi pada pihak 

berelasi di luar negeri dan mendanai perusa
haannya dengan utang cenderung melakukan 
praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang 
melakukan RPT luar negeri dapat memanfaatkan 
variasi tarif pajak antarnegara dengan cara meng
alihkan pendapatan dan melakukan penentuan 
harga transfer yang menguntungkan agar peng
hasilan kena pajak menjadi lebih rendah. Kemu
dian, terkait thin capitalization, perusahaan yang 
mendanai perusahaannya dengan utang dapat 
memanfaatkan beban bunga yang melekat pada 
utang untuk meminimalkan penghasilan kena 
pajak. Temuan selanjutnya adalah kepemilikan 
asing yang besar akan meminimalkan praktik 
penghindaran pajak. Pemilik asing menuntut ma
najemen untuk menjalankan tata kelola perusa
haan dengan baik. Pemilik tetap berorientasi pada 
tercapainya nilai jangka panjang perusahaan. 

Pada aspek teoretis, hasil penelitian ini 
memberikan legitimasi bagi teori agensi serta teori 
biaya dan manfaat dalam aspek penelitian akun
tansi perpajakan. Penelitian ini membuktikan 
bahwa kedua teori ini mampu dijadikan landasan 
dalam penelitian tekait penghindaran pajak ser
ta implikasinya bagi penelitian akuntansi. Pada 
aspek praktik, hasil penelitian ini berimplikasi 
bagi pemerintah dan otoritas perpajakan untuk 
melakukan pengawasan dan memperketat aturan 
mengenai pengungkapan transaksi perusahaan 
yang dilakukan dengan pihakpihak berelasi dan 
thin capitalization, khususnya terkait transaksi di 
luar negeri. 
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